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Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222 

B A N G K O 

 
 

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN 

 
NOMOR 194 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN 
TAHUN 2014-2018 

 
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu 
menetapkan Indikator Kinerja Utama dlingkungan instansi masing-masing; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Merangin dengan Keputusan Kepala Dinas. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten didalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai 
mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3419); 

 
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 
2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten 
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

 
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Kode Pos : 37314 



 
 
 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965); 

 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah Menjadi Undang Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 517); 

 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Taca Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

 
 



 
 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 
16); 

 
 

M E M U T U S K A N  : 
 
Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN. 
 
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, 

merupakan acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit 
kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dalam 
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan 
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan 
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai 
dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. 

 
 
KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian 

Kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan 
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin. 

 
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

 
Ditetapkan di   Bangko 
Pada Tanggal   21   Februari 2017 

 
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN  MERANGIN 
 
 
 
 

Drs. M. ZUBIR, M.Pd 
PEMBINA Tk. I 

NIP. 19630805 199303 1005 
 

 
 
 

 
 



Lampiran   : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin 
Nomor : 194  Tahun 2017 
Tanggal :    21 Februari 2017 
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN  

TAHUN 2014-2018 
 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

Sasaran 

 
 
 

Indikator 

 
Program Pembangunan Daerah 

 
Sumber 

Data 
Formulasi/Rumus Perhitungan 

1 Tersedia dan terjangkaunya akses layanan 

Pendidikan Anak Usia Dini baik Formal 
maupun Non Formal 

 APK PAUD 

 

 
Jumlah Sisiwa Jenjang PAUD : Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun x 100 

RPJMD 

2 Tersedia dan terjangkaunya akses 

layanan pendidikan dasar 
 

APK SD/MI/Paket A 

 
Jumlah Siswa Jenajang SD/MI : Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun x 100 

APM SD/MI/Paket A 

 
Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun Jenjang SD/MI : Jumlah Penduduk Usia 7-
12 Tahun x 100 

APK SMP/MTs/Paket B 
Jumlah Siswa Jenajang SMP/MTs : Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun x 
100 

APM SMP/MTs/Paket B 
Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun Jenjang SMP/MTs : Jumlah Penduduk Usia 
13-15 Tahun x 100 

3 Tersedia dan terjangkaunya akses 

layanan pendidikan Menengah 

APK SMA/MA/SMK/Paket C 

 
Jumlah Siswa Jenajang SMA/SMK : Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun x 
100 

APM SMA/MA/SMK/Paket C 

 
Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun Jenjang SMA/SMK : Jumlah Penduduk Usia 
16-18 Tahun x 100 

4 Tersedia dan terjangkaunya akses layanan 

pendidikan Non Formal 

Angka rata-rata lama sekolah 
Jumlah Penduduk yang berijazah tertinggi perjenjang pendidikan x lama 
pendidikan dijenjang tertentu dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun 
keatas yang termasuk angkatan kerja 

Angka melek huruf Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dapat baca tulis : Jumlah 
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas x 100 

5 Tersedianya tenaga pendidik dan 
kependidikan yang bermutu 
 

Persentase Guru PAUD yang berkualifikasi 

S1 

 

Jumlah Guru PAUD berkualifikasi S1 : Jumlah Guru PAUD Keseluruhan x 
100 

 
Persentase guru PAUD yang bersertifikasi Jumlah Guru PAUD bersertifikasi  : Jumlah Guru PAUD Keseluruhan x 100 

 

Persentase guru SD yang berkualifikasi S1 

 

Jumlah Guru SD berkualifikasi S1 : Jumlah Guru SD Keseluruhan x 100 
 Persentase guru SD yang bersertifikasi 

 

Jumlah Guru SD bersertifikasi  : Jumlah Guru SD Keseluruhan x 100 
 



Persentase guru SMP yang berkualifikasi 

S1 
Jumlah Guru SMP berkualifikasi S1 : Jumlah Guru SMP Keseluruhan x 100 

 

 

Persentase guru SMP yang bersertifikasi 

 
Jumlah Guru SMP bersertifikasi  : Jumlah Guru SMP Keseluruhan x 100 

 

Persentase guru SMA yang berkualifikasi 

S1 
Jumlah Guru SMA berkualifikasi S1 : Jumlah Guru SMA Keseluruhan x 100 

 

Persentase guru SMA yang bersertifikasi Jumlah Guru SMA bersertifikasi  : Jumlah Guru SMA Keseluruhan x 100 
 

  Persentase guru SMK yang berkualifikasi 

S1 
Jumlah Guru SMK berkualifikasi S1 : Jumlah Guru SMK Keseluruhan x 100 

 

Persentase guru  SMK yang bersertifikasi 
 

Jumlah Guru SMK bersertifikasi  : Jumlah Guru SMK Keseluruhan x 100 
 

6 Meningkatnya mutu layanan dan 
lulusan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, 

dan SMA/SMK/MA  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Peningkatan pelestarian, 
pengembangan, pembinaan, dan 

pengelolaan budaya daerah 

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD/MI 
Jumlah Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD/MI 

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs 

 
Jumlah Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs 

 

Nilai Rata-rata Ujian Nasional 

SMA/SMK/MA Jumlah Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA/SMK/MA 

Persentase SD terakreditasi  
Jumlah SD Terakreditasi : Jumlah SD x 100  

Persentase SMP terakreditasi  

 Jumlah SMP Terakreditasi : Jumlah SMP x 100 

Persentase SMA terakreditasi  
 Jumlah SMA Terakreditasi : Jumlah SMA x 100 

Persentase SMK terakreditasi  
Jumlah SMK Terakreditasi : Jumlah SMK x 100 

7 Peningkatan pelestarian, 
pengembangan, pembinaan, dan 

pengelolaan budaya daerah 

Jumlah penetapan cagar budaya  peringkat 

Nasional 

 
Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan di tingkat Nasional 

 

Ditetapkan di   Bangko 
Pada Tanggal           Februari 2017 
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN  MERANGIN 
 
 

 
Drs. M. ZUBIR, M.Pd 
PEMBINA Tk. I 
NIP. 19630805 199303 1005 


